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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang  

Desa merupakan merupakan stuktur pemerintahan terkecil di Indonesia  

dan yang langsung bersentuhan dengan masyratakat hal ini dikarenakan hampir 

seluruh wilayah dindonesia merupakan pedesaan. Berdasarkan UU No 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam UU No 33 Tahun 2004 

(https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf) tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa unsur penting 

dalam kedua undang-undang ini adalah penguasa daerah dalam hal ini Gubernur, 

Bupati, atau Walikotaharus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. 

Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan 

pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di 

daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan 

berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.  

Desa  sebagai  salah  satu  identitas  pemerintahan  paling  rendah  menjadi  

tempat yang tepat  bagi  masyarakat untuk  mengaktualisasikan  kepentingannya  

guna menjawab  kebutuhan  kolektif  masyarakat, sehingga masyarakatyang juga 

dapat mengusulkan dan memberikan masukan untuk kemaslahatan kehidupan 

sosialnya. Hal ini didasarkan karena penduduk desa pada umumnya saling 

mengenali, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, 

dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan ke masyarakatannya. 
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Berdasarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, 

(https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf 

 Menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan 

pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk 

desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya 

untuk setiap Desa, Dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa 

atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) 

adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. 

Alokasi dana desa adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk 

menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran 

sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh Masyarakatdan aparat Pemerintah 

Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah 

Desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap 

pengelolaan Dana yang berasal dari alokasi dana desa, Hal ini disebabkan karena 

minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. 

Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektifitas pengelolaan keuangan Alokasi 

Dana Desa dan sejauh mana peran dari alokasi Dana Desa dalam program Desa 

sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah 

bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud (Modul 

Pendamping desa 2015). 

Hadirnya Peraturan Menteri DesaPDT ( pembangunan Desa tertinggal ) dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 memberikan harapan baru bagi Desa untuk 

lebih siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa. Dalam permen 

mengenai pendampingan Desa tersebut disebutkan bahwa pendampingan Desa 

merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakatmelalui 

asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Pendampingan Desa 

tersebut dapat dilakukan oleh beberapa unsur yaitu tenaga pendamping 

profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan pihak ketiga (LSM, Perguruan 

Tinggi, Ormas, Perusahaan). Masing-masing unsur pendamping tersebut telah 

https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf
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memiliki tugas pokok dan fungsinya yang berbeda. Dengan banyaknya unsur 

pendamping Desa ini tentu seharusnya Desa sudah siap dalam 

mengimplementasikan Undang-Undang Desa. Tetapi realitas dilapangan adalah 

Desa sendiri belum berdaya dalam menyambut kebijakan baru tersebut. Adanya 

otonomi Desa dan kewenangan yang dilimpahkan kepada perangkat Desa 

belumlah dikatakan cukup optimal. 

Pengukuran terhadap kinerja pendamping Desa  mengunakan pengukuran 

organisasi menurut dwiyanto (2012:50.51) “ada lima indikator dalam pengukuran 

yang dapat digunakan yaitu produktivitas,kualitas layanan,akuntablitas 

responsivitas,responsibilitas” dalam pengukuran kinerja terhadap tugas 

pendamping Desa yang dilaksanakan. Dilihat pada produktivitas pendamping 

Desa dimana kebijakan – kebijakan yang dibuat sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan publik dan pada kualitas pelayanan  menjadi penting dalam 

menjelaskan kinerja pendamping Desa. Selanjutnya pada responsivitas merupakan 

kemampuan pendamping Desa untuk mengenali kebutuhan masyarakat,meyusun 

agenda  dan memprioritaskan pelayan dengan mengembangkan program – 

program pelayananmasyarakatsesuai kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat.Pengembangan program yang lebih mengarah kepada keselarasan 

antara program dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, secara langsung 

mengambarkan kemampuan pendamping Desa dalam menjalankan fungsi 

pendamping Desa.Apabila responsivitas rendah maka terjadi ketidakselaran antara 

pelayan dan kebutuhan masyarakatpada responsibiltas yang harusya 

mendahulukan kepentingan masyarakatdari pada individu. 

Salah satu tugas pendamping Desa yakni membantu  masyarakat berupa 

membuat program – program untuk membantu memperdayaakan masyarakat serta 

menerima keluhaan – keluhan masyarakat agar dapat menjalankan program – 

program dengan baik. Baik berupa peyuluhan menenai program – program yang 

akan dijalankan ataupun melakukan pertemuan – pertemuan secata rutin guna 

membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam menjalani program 

program permberdayaan yang dijalankan namun kinerja pendamping desa dirasa 
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oleh masyarakat belum optimal.Dikarnakan jarangnya pendamping desa berada di 

desa sehinngga masyarakat sulit untuk menemui pendamping desa dikarnakan 

pendamping desa tidak hanya melakukan pendampingan di satu desa melaikan 

beberapa desa yang membuat pendamping jarang berada di desa. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan bahan acuan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Rezky Susanti 2015 dengan judul 

penelitian.“Efektiftas pendamping desa dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan infrastuktur pedesaan di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis”.  Hasil penelitian ini menunjukaan bahwa Efektiftas 

pendamping desa dan partisipasi masyarakat dalam pembanunan infrastuktur 

pedesaan didesa sekodi kecamatan bengkalis kabupaten bengkalismasih kurang 

Efektif  dan juga didukung oleh Rafiudin 2015 dengan judul penelitian 

“Implementasi kebijakan pendamping desa di kecamatan sukadana kabupaten 

kayong utara” hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakaan 

pendamping desa di Kecamataan sukadana masih kurang dikarenakan sumberdaya 

manusianya masih kurang. Berdasarkan dua penelitian sebelumnya hanya 

berfokus kinerja dari pendamping desa saja.Berbeda dengan dua penelitian 

sebelumnya penelitian ini lebih memfokuskan kepada kinerja pendamping desa 

yang dinilai oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peniliti dengan 

cara observasi dan wawancaradiperoleh persepsi dari masyarakat 

DesaMuaraSungaiKotaPrabumulihterdapat  permasalahan bahwa masyarakat 

Desa mengeluhkankinerja pendamping Desa di DesaMuaraSungai yang belum 

optimal,kurangnya komunikasi antar pendamping Desa dengan masyarakat Desa 

yang menyebabkan belum opimalnyakinerja pendamping Desa,jarangnya 

pendamping Desa berada di DesaMuaraSungaisehingga kualitas 

layananmasyarakatterganggu,hal ini mengundang penelitih untuk mengetahui 

berbagai persepsi atau pandangan masyarakattentang kinerja pendmping desa. 

oleh karena itu berdasarkaan indikasi masalah diatas yang peneliti temukan dan 

dipaparkan di atas berdasarkan observasi dilapangan peneliti tertarik untuk 
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mengetahui persepsi masyarakat Desa Muara Sungai terhadap kinerja pendamping 

Desa maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul Persepsi 

Masyarakat Desa Muara Sungai Terhadap Kinerja  Pendamping Desa Di 

Kota Prabumulih.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Desa Muara 

Sungai Terhadap Kinerja  Pendamping Desa Di Kota Prabumulih.?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Desa Muara Sungai terhadap 

kinerja  pendamping Desa Di Kota Prabumulih. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 

berdasakan tujuan penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat mendukung teori-teori sebelumnya  

yang berhubungan dengan PendampingDesa 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1  Bagi Masyarakat Muara Sungai 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakatDesa 

Muara Sungaiserta dapat dijadikan  informasi penting  untuk kemajuan kinerja 

pendamping Desa 

1.4.2.2 Bagi pendamping Desa 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk kinerja 

pendamping Desa agar lebih baik lagi nantinya. 
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